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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentc>ng Sistem Budi Daya
Tanaman;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan
dan Tumbuhan;

4. Undang-Undang Nomo,. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pu[au Kedl;
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(3) Seksi Pertanian dan Kehutanan mernpunyai tugas :

a. menyusun ~ahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakCln rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sE:suai dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanal<an penyusunan, penyajian data potensi dan statistik
pertanian dan kehutanan tingkat Kota Administrasi;

d. melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi produksi, pasca
penen dan olahan hasil pertanian;

e. melaksanakan koordinasi kegiatan pengendalian organisme
pengganggu tanaman;

f. melaksanakan pembinaail penggunaan, penyimpanc.n dan peredaran
pupuk dan pestisida;

g. melaksanakan penghijauan produktif, penghijauan lingk;ungan dan
pemeliharaannya;

h. melaksanakan pembinaan terhadap usaha dan pemasaran pertanian
dan kehutanan;

melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal
tumbuhan;

j. rnelaksanakan pembinaan dan pengembangan perbenihan pertanian;

k. melaksanakan partisipasi pameran dan promosi hasil pertanian dan
hClSii hutan dalam lingkup Kota Administrasi;

I. melaksanakan pembinaan penangarlan pasca panen serta olahan hasil
pertanian;

m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi perizinan, rekomendasi dan surat keterangan lainnya pada
dibidang usaha pertanian dan kehutanan;

n. melaksanakan pernbangunan dan pengernbangan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) pertanian dan kehutanan;

o. melaksanakan pemberdayaan pemanfaatan hlltan kota kepada
masyarakat;

p. melaksanakan pelayanan permohonan bibit tanaman penghijauan;

q. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana pelanggaran
pertanian dan kehutanan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS); dan

r. melaporkall dan mempertenggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pertanian dan Kehutanan.

Pasal50

(1) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan satuan kerja Iini
Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan,
pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan dan penyuluhan.

(2) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Suku D'nas.
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(3) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pendataan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tingkat
Wilayah Kota;

d. melaksanakan promosi pangan dalam lingkup Kota Administrasi;

e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, distribusi harga,
kc,nsumsi dan keamanan serta kerawanan pangan;

f. melaksanakan inventarisasi data indikator ketahanan, kerawanan
pangan dan kewaspadaan pangan dan gizi;

g. melaksanakan pembinaan dan promosi pola konsumsi dan
penganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA);

h. menyu'sun materi informasi penyuiuhan kelautan, pertanian, kehutanan
dan ketahanan pangan pada Iingkup Kota Administrasi;

i. melaksanakan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;

j. melaksanakan kegiatan persiapan, kegia!an per.yuluhan, evaluasi dan
pelaporan penyuluhan pada lingkup Kcta Administrasi; dan

k. rre!aporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Bagian Kesebelas

Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kota Administrasi Jakarta Utara

Pasal 51

(1) Suku Dinas Kota merupakan Unit Kerja DKPKP pada Kota Administrasi
Jakarta Utara.

(2) Suku Dinas Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara
teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas serta secara operasiorial berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota Jakarta Utara.

Pasal 52

(1) Suku Dinas Kota mempunyai tugas melaksanakan pelayanan bidang
kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan
pangan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Ut'3ra.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Suku Dinas Kota
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas Kota;
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b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota;

c. pengoordinasian penyelengaraan urusan di bidang kelautan,
perikanan, oertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan
pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

d. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data serta
informasi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan pada lingkup Kota Administrasi;

e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
eVcJuasi urusan di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan,
kehutanan dan ketahanan pangan pada Iingkup Kota Administrasi;

f. pelaksanaan promosi pola konsumsi dan penganekaragaman pangan
Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);

g. pelaksanaan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan
pemeliharaannya;

h. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) pertanian dan kehutanan;

i. pelaksanaan pelayanan urusan di bidang kelautan, perikanan,
pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

j. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi
pelayanan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
kGtahanan pangan;

k. pelaksanaan penegakan peraturan perundan]-undangan di bidang
kelautan, perikar.an, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan
pangan pada lingkup Kota Administrasi;

I. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam urusan di
bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

m. pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;

n. supervisi pelaksanaan tugas Seksi Kelautan, Pertanian dan Ketahanan
Pangan KecalTlatan;

o. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas Kota;

p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku
Dinas Kota;

q. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku
Dinc.s Kota;

r. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kota;

s. penyiapan bahan laporan DKPKP yang berkaitan dengan tugas dan
fungsi Suku Dinas Kota; dan

t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kota.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kota sebagaimana dimaksud pacla ayat (2) huruf t, untuk teknis dan
administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas
dan untuk operasional disampalkan Kepala Suku Dinas kepada Walikota.
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Pasal 53

Susunan Organisasi Suku Dinns Kelaulan, Pertanian dan Kelahanan Pangan
Kola Adminislrasi Jakarta Ulara lerdiri dari :

a. Kepala Suku Dinas;

b. Subl::.agian Tala Usaha;

c. Seksi Kelaulan dan Perikanan;

d. Seksi Pelernaknn dan Kesehalan Hewan;

e. Seksi Pertanian dan Kehulanan;

f. Seksi Kelahanan Pangan dan Penyuluhan; dan

g. Subkelompok Jabala:l Fungsional.

Pasal 54

Kepala Suku Dinas mempunyai lugas :

a. nlemimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan lugas dan fungsi Suku
Dinas Kola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;

b. mengoordinasikan pelaksanaan IUg8s Subbagian, Seksi dan Subkelompok
Jabalan Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/alau
instansi pemerintah/swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kot<l; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan lugas dan fungsi
~uku Dinas Kola.

Pasal 55

(1) Subbagian Tala Usaha merupakan saluan kerja slof Suku Dinas Kola
dalam pelaksanaan adminislrasi pada Suku Dinas Kota.

(2) Subbagian Tala Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Subbagian Tala Usaha mempunyai lugas :

a. menyusun bahan rencana slrategis dan rencana kerja dan anggaran
SlJku Dinas Kota sesuai dengan Iingkup lugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup lugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;

d. mela!<.sanakan moniloring, pengendalinn dan evalua:>i pelaksanaan
dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kola;

e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Kola;

f. me!aksanakan pengelolaan keuangan Suku Dina!: Kola;

g. melaksanakan pengelolaan barang Suku Dinas Kola;

h. melaksanakan ketatausahaan Suku Dinas Kola;

i. melaksanakan kegialan pengelolaan kearsipan, dala dan informasi
Suku Dinas Kola;
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j. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana
dan peralatan kerja Suku Dinas Kota;

k. memelihara kebersihan, keindahan, keamanar dan ketertiban Kantor
Suku Dinas Kota;

melaksanakan pengelolaan ruang rapatlpertemuan Suku Dinas Kota;

m. me:laksanakan publikasi kegiatan, upaeara dan pengaturan aeara Suku
Dinas Kota;

n. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Suku Dinas Kota;

o. menerima, menyimpan dan mendistribusikan paralatan Kantor Suku
Dinas Kota;

p. mengoordinasikan penyusunan bahan reneana strategis dan reneana
kerja dan anggaran Suku Dinas Kota;

q. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan,
keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Dinas Kota; dan

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Pasal56

(1) Seksi Kelautan dan Perikanan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas
Kota dalam pelaksanaan pembinaan, pengembcmgan dan pengawasan
kelautan dan perikanan.

(2) Seksi Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Seksi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. me:aksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana kelautan dan perikanan;

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaiuasi perizinan, rekomendasi dan surat keterangan lainnya pada
kegiatan kelautan dan perikanan;

e. melaksanakan kegiataOl pemeliharaan dan perawatan sarana dan
prasarana kelautan dan perikanan:

f. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan
dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelayanan kelautan dan
perikanan;

g. melaksanakan monitoring produksi, penggunaan Obat Ikan dan Kimia
Berbahaya (OIKB) dan bahan tambahan berbahaya pada produk
perikanan;

h. melaksanakan pembinaan masyarakat dan kelembagaan kegiatan
kelautan dan perikanan;

i. melaksanakan pe:nyidikan penanganan tindak pidC'na dibidang kelautan
dan perikanan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS);

j. melaksanakan dan mengoordinasikan peneegClhan, penanggulangan
dan pengawasan peneemaran dan kerusakan sumber daya kelautan
dan perikanan serta Iingkungannya;
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k. melaksanakan koordinasi pengawasan pembangunan di wilayah
pesisir. laut dan pulau-pulau kedl;

I. melaksanakan pengawasan dan mutu hasil kelautan dan perikanan;

m. melaksanakan pelayanan permohonan benih ikan;

~. melaksanakan pengumpulan. pengolRhan dan penyajian data dan
informasi kegiatan kelautan dan perikanan; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Kelautan dan Perikanan.

Pasal 57

(1) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan satuan kerja lini
Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pembinaan. pengembangan.
per:gawasan dan pengendalian peternakan dan Kesc:~<::tan hewan.

(2) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Ke~ala Suku Dinas.

(3) Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

a. menyusun bahar: rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksRnaan anggaran
S'Jku Dinas Kota sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanakan pencegahan. pengendalian dan pengobatan penyakit
hewan dan ternak sesuai petunjuk teknis;

d. melaksanakan pemeriksaan mutu dan keamanan produk hewan;

e. melaksanakan pemberdayaan masyarc.kat tentang produk pangan asal
hewan yang Aman, Sehat. Utuh dan Halal (ASUH);

f. melaksanakan pembinaan. pengawasan. pengendalian. monitoring dan
evaluasi perizinan. reko~endasi. dan surat keteranaan lainnya pada
kegiatan peternakan;

g. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan
hewan pada hari besar keagamaall;

h. menyebarluaskan teknologi produksi dan pengolahan serta promosi
bidang peternakan;

i. melakukan inventarisasi. pembinaan mutu. usaha dan pemasaran serta
informasi prcduk hewan;

j. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana dibidang
peredaran hasil petern'3kan dalarn Iingkup tugas Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS);

k. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner pada unit
usaha produk hewan;

I. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran
dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi produk hewan,
pemotongan di luar Rumah Pemotongan Hewar, (RPH). pemotongan
dan peredaran ayam bangkai, sarana kesehatan hewan, obat hewan.
peredaran bibitlbenih pakan ternak. perizinan dokter hewan praktik,
pencemaran Iimbah usaha peternakan dan penertiban hewan rentan
rabies dan sweeping unggas dan tugas lain sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Peternakan dan Kesehatan Hewan.
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Pasal 58

(1) Seksi Pertanian dan Kehutanan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas
Kota dalam pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pengawasan dan
pengendalian pertanian dan kehutanan.

(2) Seksi Pertanian dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Sek::i Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan penyusunan, penyajian rlata potensi dan statistik
pertanian'dan kehuianan tingkat Kota AJministrasi;

d. melaksanakan pembinaan dan penerapan teknologi produksi, pasca
panen dan olahan hasil pertanian;

e. melaksanakan koordinasi kegiatan pengendalian organisme
pengganggu tanaman;

f. melaksanakan pembinaan penggl;naan, penyimpanan dan peredaran
pupuk dan pestisida;

g. melaksanakan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan
pemeliharaannya;

h. melaksanakan pembinaan terhadap usaha dan pemasaran pertanian
da'1 kehutanan;

i. melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan asal
tumbuhan;

j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan perbenihan pertanian;

k. melaksanakan partisipasi pameran dan promosi hasil pertanian dan
hasil hutan dalam lingkup Kota Administrasi;

I. melaksanakan pcmbinaan penanganan pasca panen serta olahan hasil
pertanian;

m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi perizinan, rekomendasi, dan surat keterangan lainnya pada
dibidang usaha pertanian dan kehutanrln;

n. melaksanakan pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) pertanian dan kehutanan;

o. melaksanakan pemberdayaan pemanfaatan hutcm kota kepada
masyarakat;

p. melaksanakan pelayanan permohonan bibit tanaman peng~ijauan;

q. melaksanakan penyidikan penanganan tindsk pidana pelanggaran
pertanian dan kehutanan dalam lingkup tugas Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS); dan

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pertanian dan Kehutanan.



45

Pasal 59

(1) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan Satuan Kerja Iini
Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan pembimlan, pengembangan,
pengawasan dan pengendalian ketahanan pangan dan penyuluhan.

(2) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seora:lg Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan renCi'lna kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pendataan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tingkat
Wilayah Kota;

d. melaksanakan promosi pangan dalam lingkup Kota Administrasi;

e. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, distribusi harga,
konsumsi dan keamanan serta kerawanan pangan;

f. melaksanakan inventarisa:>i data indikator kEJtahanan, kerawanan
pangan dan kewaspadaan pangan dan gizi;

g. melaksanakan pembinaan dan promosi pola konsumsi dan
penganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA);

h. menyusun materi informasi penyuluhan kelautan, pertanian, kehutanan
dan ketahanan pangan p<lda lingkup Kota Administrasi;

i. melaksanakan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;

j. melaksanakan kegiatan persiapan, kegiatan penyuluhan, evaluasi dan
pelaporan penyuluhan pada lingkup Kota Administrasi; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Bagian Keduabelas

Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Administrasi

Pasal 60

(1) Sui<u Dinas Kabupaten merupakan unit kerja DKPKP pada Kabupaten
Admin;strasi.

(2) Suku Dinas Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang
secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawsh dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 61

(1) Suku Dinas Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Administrasi.
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(2) Untuk melaksanakan tugas 5ebagaimana pada ayat (1), Suku Dinas
:<abupaten menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas Kabupaten;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten;

c. pelaksanaan koordinasi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan,
kehutanan dan I<etahanan pangan pada lingkup wilayah Kabupaten
Administrasi;

d. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan
informasi kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan pada lingkup Kabupaten Administrasi;

e. pelaksanaan pengawasan kelautan, perikanan, rertanian, .peternakan,
kehutanan dan ketahanan pangan pada lingkup Kabupaten
Administrasi:

f. p81aksanaan pelayanan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan,
kehutanan dan ketahanan pangan;

g. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi dan denda administrasi
pelayanan kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

h. pelaksanaan penegakan peraturan penmdang-undangan di bidang
kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan
pangan pada lingkup Kabupaten Administrasi;

i. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam kelautan,
perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

j. p31aksanaan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;

k. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas
Kabupaten;

I. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku
Dinas Kabupaten;

m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas
Kabupaten;

n. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kabupaten;

o. pangel01aan kearsipan, data dan inforrnasi Suku Dinas Kabupaten; dan

p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kabupaten.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, untuk
teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada
Kepala Dinas, dan untuk operasional disampaika" l<epala Suku Dinas
kepada Bupati.
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Pasal 62

Susunan Organisasi Suku Dinas Kabupaten terdiri dari :

a. Kepala Suku Dinas;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Kelautan dan Perikanan;

d. Seksi Peternakan, Pertanian dan Kehutanan;

e. Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan

f. Subkelompok Jabatan Funr;sional.

Pasal 1:33

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok
Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau
instansi pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi Suku Dinas Kabupaten; dan

d. melaoorkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kabupaten.

Pasal64

(1) Subbagiari Tata Usaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas
Kabupaten dalam pelaksanaan administrasi pada Suku Dinas Kabupaten.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan rli bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten;

d. melaksanakan monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas
Kabupaten;

e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku
Dinas Kabupaten;

f. melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku Dinas
Kabupaten;
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g. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan; data dan informasi
Suku Dinas Kabupaten;

h. memelihara dan merawat prasarana dan sarana kar,tor, Suku Dinas
Kabupaten;

i. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor
Suku Dinas Kabupaten;

j. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Suku
Dinas Kabupaten;

k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat Suku Dillas Kabupaten;

I. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Suku Cinas Kabupaten;

m. r.lenghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan,
pemeliharaan prasarana dan sarana kerja Suku Dinas Kabupaten;

n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Suku Dinas Kabupaten; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subba!;Jian Tata Usaha.

Pasal65

(1) Seksi Kelautan dan Perikanan merupakan satuan kerjalini Suku Dinas
Kabupaten dalam pelal<sanaan pembinaan, pengembangan dan
pengawasan kelautan dan perikanan.

(2) Seksi Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Seksi Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas :

'3. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tug~snya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana kelautan dan perikanan;

d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi perizinan, rekomendasi dan surat keterangan lainnya pada
kegiatan kelautan dan perikanan;

e. melaksanai<.an kegiatan pemeliharaa'l dan perawatan sarana dan
prasarana kelautan dan perikanan;

f. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan
dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelay<:lnan kelautan dan
perikanan;

g. melaksanakan monitoring produksi, penggunaan Obat Ikan dan Kimia
Berbahaya (OIKB) dan bahan tambahan berbahaya pada produk
perikanan;

h. melaksanakan pembinaan masyarakat dan kelembagaan kegiatan
kelautan dan perikanan; .
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I. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana dibidang kelautan
dan perikanan dalam lingkup tugas PPNS;

j. melaksanakan dan mengoordinasikan pencegahan, penanggulangan,
dan pengawasan pencemaran dan kerusakan sumber daya kelautan
dan perikanan serta lingkungannya;

k. melaksanakan koordinasi pengawasan pemb'3ngunan di wilayah
pesisir, laut dan pulau-pulau kecil;

I. melaksanakan pengawasan dan mutu hasH kelautan dan perikanan;

m. melaksanakan pelayanan permohonan benih ikan;

n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi kegiatan kelautan dan perikanan; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Kelautan dan Perikanan.

Pasal 66

(1) Seksi Peternakan, Pertanian dan Kehutanan merupakan satuan kerja lini
3uku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian peternakan, pertanian dan kehutanan.

(2) Seksi Peternakan, Pertanian dan Kehutanan dipilT'pin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Peternakan, Pertanian dan Kehutanan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesua'i dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan penyusunan, penyajian data potensi dan statistik
pertanian dan kehutanan tingkat Kabupaten Administrasi;

d. melaksanakan pembinaan dan penerapan tekno1ogi produksi, pasca
panen dan olahan hasH pertanian;

e. melaksanakan koorainasi kegiatan pengendalian organisme
pengganggu t3naman;

f. melaksanakan pembinaan penggunaan, penyimpanan dan peredaran
pupuk dan pestisida;

g. melaksanakan penghijauan produktif, penghijauan lingkungan dan
pemeliharaannya;

h. melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal
tumbuhan;

i. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pembenihan pertanian;

j. melaksanakan pembinaan terhadap usah'3 dan pemasaran pertanian
dan kehutanan;

k. melaksanakan partisipasi pameran dan promosi hasil pertanian dan
hasil hutan dalam lingkup Kabupaten Administrasi;
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I. melaksanakan pembinaan penanganan pasca panen serta olahan hasil
pertanian;

m. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi perizinan, rekomendasi dan surat keterangan lainnya pada
dibidang usaha pertanian dan kehutanan;

n. melaksanakan pembangunan dan pengembanfj8n Ruang Terbuka
Hijau (RTH) pertanian dan kehutanan;

o. melaksanakan pemberdayaan pemanfaatan hutan kota kepada
masyarakat;

p. melaksanakan pelayanan pcrmohonan bibit tanaman penghijauan;

~. melaksanakan penyidikan penanganan tindak pidana pelanggaran
pertanian, kehutanan dan peredaran hasil peternakan dalam lingkup
tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

r. melaksanakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan penyakit
hewan dan ternak sesuai petunjuk teknis;

s. melaksanakan pemeriksaan mutu da'l keamanan produk hewan;

t. melaksanakan pemberdayaan masyarakat tentan.;} produk pangan asal
hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Helal (ASUH);

u. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi perizinan, rekomendasi, dan surat keterangan lainnya pada
kegiatan peternakan;

v. melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pemotongan
hewan pada hari besar keagamaan;

w. menyebarluaskan teknologi produksi dan pengolahan serta promosi
bidang peternakan;

x. fTle!akukan inventarisasi, pembinaan mutu, usaha d<!n pemasaran serta
informasi produk hewan;

y. melaksanakan pengawRsan kesehatan masyarakat veteriner pada unit
usaha produk hewan;

z. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran
dibidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi produk hewan,
pemotongan diluar Rumah Pemotongan Hewan (RPH), pemotongan
dan peredaran ayam bangkai, sarana kesehatan hewan, obat hewan,
peredaran bibit/benih pakan ternak, perizinan dokter hewan praktik,
pencemaran limbah usaha peternakan, dan penertiban hewan rentan
rabies dan sweeping unggas dan tugas lain sesL:ai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

aa. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Peternakan, Pertanian dan Kehutamm.

Pasal67

(1) Seksi Ketahanan Pangan dan PenyuluhRn merupakan satuan kerja lini
Suku Dinas Kabup8ten dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
ketahanan pangan dan penyuluhan.

(2) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Suku Dinas.
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(3) Seksi Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
SLlku Dinas Kabupaten sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan c'okumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pendataan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tingkat
Wilayah Kabupaten;

d. melaksanakan promosi pangan dalam Iingkup Kabupaten Administrasi;

e. melaksanakan pengawasan, pengend?lian, monitoring dan evaluasi
ketahanan pangan yang menyangkut ketersediaan, distribusi harga,
konsumsi dan keamanan serta kerawanan pangan;

f. melaksanakan inventarisasi data indikator ketnhanan, kerawanan
pangan dan kewaspadaan pangan dan gizi;

g. melaksanakan pembir.aan dan promosi pola konsumsi dan
penganekaragaman pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(&2SA);

h. menyusull materi informasi penyuluhan kelautan, pertanian, kehutanan
dan ketahanan pangan pada Iingkup Kabupaten Administrasi;

i. melaksanakan pembinaan Kelembagaan Penyuluhan;

j. melaksanakan kegiatan persiapan, kegiatan penyuluhan, evaluasi dan
relaporan penyuluhan pada Iingkup Kabupaten Administrasi; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

Bagian Ketigabelas

Sek3i Din'3s Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan I<ecamatan

Pasal 68

(1 )

(2)

(3)

(4)

(5)

Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan
merupakan satuan kerja DKPKP pada Kecamatan jj bawah Suku Dinas
Kota.

Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk Kecamatan Kota
Administrasi.

Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan
dipimpin oish seorang Kepala Seksi yang secara teknis dan administrasi
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas dan secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Camal.

Penilaian pelaksanaan pekerjaan Kepala Seksi Dinas Kelautan, Pertanian
dan Ketahanan Pangan Kecamatan dibuat oleh Camat diserahkan secara
tertulis kepada Kepala Suku Dinas, untuk dicantumkan dalam daftar
penilaian Kepala Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kecamatan.

Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (4)
wajib dicantumkan Kepala Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kecamatan dalam daftar penilaian Kepala Seksi Dinas
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan apabila
Kepala Suku Dinas berkeinginan mengubah penilaian dimaksud, harus
meminta persetujuan tertulis kepada Camnl.
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Pasal69

Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan
mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas Kota sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan pendataan potensi kelautan, perikanan, pertanian,
peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan Kecamatan;

d. melaksanakan pemantauan dan melaporkan ketersediaan pangan,.
distribusi panga:l dan konsumsi pangan;

e. melaksanakan pemantauan harga pasar komoditas perikanan, pertanian,
peternakan dan hasil hutan;

f. mendukung pelayanan urusan di bidang kelautan, perikanan, pertanian,
peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

g. mendukung pemberdayaan masyarakat perikanan, pertanian, peternakan,
kehutanan dan ketahanan pangan; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Dinas
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kecamatan.

Bagian Keempatbe:as

Unit Pelaksana Teknis

Pasal70

(1) DKPKP dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan
fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau melaksanakan fungsi
pendukung terhadap tugas dan fungsi DKPKP.

(2) Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja U"it Pelaksana Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelimabelas

Kelompok Jabatan Fungsiona:

Pasal 71

(1) DKPKP dapat mempunyai Jabatan Fungsional.

(2) Suku Dinas Kota/Su!<.u Dinas Kabupaten dapat mempunyai Subkelompok
Jabatan Fungsional, sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional
DKPKP.

(3) Pejabat fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi
strukturalDKPKP.

Pasal72

(1) Dalam rangka mengembangkan profesilkeahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup DKPKP
dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk Iingkup Suku Dinas Kota dan
SUkL: Dinas Kabupaten atau Unit Pelak5ana Teknis y'3ng ditetapkan oleh
Kepala Dinas.



53

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua
Kelor,lpok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yar.g berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) d:angkat oleh Kepala
Dinas dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.

(4) Ketentu8n lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsion<.1 pada DKPKP diatur
dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal73

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DKPKP wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD, Instansi Peme~intah/swasta dan masyarakat, dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi
DKPKP.

Pasal74

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala
Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional pada DKPKP wajib melaksanakan tugas masing-masing
sesllai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas,
transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal75

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepalc. Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada DKPKP wajib memimpin,
mengoordir.asikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
pe!aksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing­
masing.

(2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, KepHla Subbagian, Kepala Seksi, Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai Dada DKPKP wajib mengikuti
dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai
ket&ntuan perundang-undangan.

Pasal76

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala
Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok
Jabatan Fungsional pada DKPKP wajib mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serla mengambillangkah-Iangkah
yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi
penyimpangan.
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Pasal77

(1) Kepala Dinas, Sekrstaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, I<epala Seksi, Ketua
I(elompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada DKPKP wajib
menyampaiknn laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan
masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Atasan yang· menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
~p-nC1ambiian keputusan sesuai dengan kewenangan l11asing-masing.

Pasal78

(1) Sel<.retariat Daorah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pemb'naan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap DKPKP.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubp-rnur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal79

(1) Pegawai pada DKPKP merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri
atas:

a. P3gawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian DKPKP mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal80

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi DKPKP dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangRn negara/daerah.

Pasal 81

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi DKPKP
merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan di
bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah.
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BAB VII

ASET

Pasal 82

(1) Aset yang dipergunakan oleh DKPKP sebagai prasClrana dan sarana kerja
merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perunr:lang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal83

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh DKPKP dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau
bantuan dari pihClk ketiga merupakan penerimaan barang daerah.

(2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum
Daerah (BUD) untuk dicatat dalam dClftar Barang Milik Daerah.

BAS VIII

PELAPORAN Df\N AKUNTABILITAS

Pasal84

(1) DKPKP menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan,
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :

a. kepe;:Jawaian;

b. keuangan;

c. barang;

d. kinerja

e. akuntabilitas; dan

f. kegiatan.

Pasal 85

Dalam rangka akuntabilitas DKPKP mengembangkan Sistem Pengendalian
Internal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal86

Pengawasan terhadap DKPKP dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan Negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
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BABX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal87

Formasi Jabatan dan I<.ebutuhan peralatan kerja DKPKP diatur/ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur/Ketetapan Gubernur tersendiri, sesuai dengan
kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan priorita~ daerah.

BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Nomor 87
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas i<elautan dan Pertanian,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal89

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya:'memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempa~annya dalam Beritn Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI OJlERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62111
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